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Abstrak
 

Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki

merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan

orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering

disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau

dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi tertentu. Permasalahannya adalah di Kementerian

Ketenagakerjaan terdapat JPT madya yang diisi oleh Polri Aktif, serta adanya wacana Perwira TNI aktif

akan mengisi JPT untuk mengatasi surplus perwira, wacana ini menimbulkan banyak pro-kontra.  Melalui

metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Eksplanatoris.

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian

ini data dianalisis secara deksriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil data yang

diperoleh terdapat kesimpulan, legalitas dari polri aktif yang menjabat JPT di kemnaker adalah tidak

tepat/ilegal, secara normatif pengaturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh TNI/Polri aktif

hanya untuk 10 instansi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 47 UU TNI, seharusnya polri tersebut

mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu ditinjau dari Pengaruh Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

oleh Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dilihat dari aspek

sejarah menimbulkan ketidaknetran Aparatur Sipil Negara, terutama pada saat Orde Baru di mana TNI

menduduki jabatan pada birokrasi. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara mengakibatkan munculnya

adanya Inefisiensi dalam bernegara, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak tercapainya

good governance, selain itu juga munculnya resiko konflik kepentingan karena menjabat dalam dua institusi

yang berbeda, konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ASN sehingga wacana

mengenai TNI/Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali.

<hr>

Civil Servants are the backbone of government, bureaucratic reforms are required to change the paradigm

and concepts in the governance structure, one of which is to place the right people or apparatus to fill

positions in the government structure or often referred to as the right man on the right position , including in

filling in the High Leadership Position (JPT) with an open selection system. Position filling in the ASN Law

can come from ASN or from the TNI/National Police Active for certain positions in certain agencies. The

problem is that at the Ministry of Manpower there is an intermediate JPT filled by Active Police, and the

discourse of active TNI Officers will fill the JPT to overcome the officer surplus, this discourse raises many

pros and cons. Through research methods with normative juridical typology, using explanatory legal

approaches. This writing uses data collection techniques in the form of library studies and in this study the

data were analyzed descriptively in the form of qualitative research. Based on the results of the data
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obtained there are conclusions, the legality of active police officers serving JPT in the Ministry of

Manpower is illegal, normative arrangements regarding the filling in of High Leadership positions by the

TNI/Polri are active only for 10 institutions which are stated limitedly in Article 47 of the TNI Law. resign

first. In addition, in terms of the influence of the filling of the High Leadership Position by the Indonesian

National Army/Members of the Republic of Indonesia National Police, it was seen from the historical aspect

that it caused the irregularities of the State Civil Apparatus, especially during the New Order where the TNI

occupied the bureaucracy. The neutrality of the State Civil Apparatus resulted in the emergence of

Inefficiencies in the state, the many practices of Corruption, Collusion and Nepotism, the failure to achieve

good governance, besides the risk of conflict of interest because of serving in two different institutions,

conflicts of interest could undermine public trust in the ASN so that discourse regarding active TNI/Polri

can occupy civilian positions need to be reconsidered.


